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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1950 Indonesia menerapkan UUDS  dimana sistem kepartaian 

menjadi inti mekanisme dari undang-undang tersebut. Lahirnya partai yang 

mempunyai ideologi berbeda menjadi berbahaya bagi Negara yang baru lahir, 

hal ini sudah tampak pada tahun 1950-an dan menjadi nyata pada pemilu 1955. 

Persaingan antar partai menjadi hal yang tidak terhindarkan, partai-partai 

agama seperti Masyumi dan partai Katolik menjadi pemenang di luar Jawa, 

sedangkan PKI (Partai  Komunis  Indonesia)  menjadi semakin kuat dengan 

menjadi pemenang dalam pemelihan DPRD di Jawa. 

Pada Pemilu 1955  PKI  merebut  tempat  keempat, setelah Partai Nasional 

Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Sejak saat itu kesadaran tentang 

bahaya  komunisme  di  Indonesia  semakin meluas, partai-partai  antikomunis 

seperti  Masyumi  dan  PSI, mempertaruhkan  semua  kekuatan  untuk  

menghambat  PKI. Tapi Presiden Soekarno lebih memihak PKI, menjadikan 

mereka tidak berdaya. Dalam konflik intern, Perang dingin juga menjadi faktor 

penting.  PSI  dan  Masyumi  dianggap  oleh  Soekarno  sebagai  "antek" Barat,  

tapi  bagi  kedua  partai  itu  keberpihakan  pada Barat  adalah strategi  untuk  

menghambat  berkuasanya  PKI  di  Indonesia. Pada persidangan Konstituante  

terjadi perdebatan panjang dari 1956 sampai 1959 tetapi tidak menemukan 

hasil, maka Soekarno memutuskan langkah dengan mengeluarkan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante dan menetapkan 
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berlakunya UUD 1945. Akibat dari Dekrit Presiden itu Konstituante bubar, 

menurut Adnan Buyung Nasution Konstituante bukannya gagal, tapi 

digagalkan. Dekrit ini dinilai sebagai intervensi Soekarno terhadap anggota 

konstituante yang terpilih oleh rakyat dan mewakili rakyat keseluruhan. Oleh 

karenanya ada yang mengatakan Dekrit ketika itu sebagai kudeta olah 

penguasa terhadap wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilihan umum 1955. 

Tidak berhenti di situ saja Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan 

Demokrasi Terpimpin Setelah ia pulang dari kunjungan ke Negara-negara yang 

berpaham komunis. Konsep itu cukup mengejutkan para elit politik saat itu, 

terutama para aktivis partai Islam. Partai Masyumi melihat konsepsi yang 

ditawarkan Soekarno hanya akal-akalan saja. Mereka melihat Soekarno 

memiliki keinginan untuk melanggengkan kekuasaan, menjadi otoriter, dan 

meletakan demokrasi dibawah kehendak dan syahwat politiknya. Partai 

Masyumi menolak konsepsi demokrasi tersebut. 

Prawoto Mangkusasmito yang menolak tegas upaya Soekarno 

membubarkan konstituante dan melanggengkan kekuasaannya atas nama 

“Demokrasi Terpimpin”, dalam pidatonya disidang tersebut, 4 Mei 1959 . 

Prawoto mengatakan , saya dilantik sebagai anggota konstituante dengan 

ucapan “Demi Allah”, yang berarti melandaskan pekerjaan dan perjuangan atas 

nama Allah, bukan demi yang lainya 1. 

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Soekarno menyampaikan pidato dengan 

lantang “Alangkah bedanya dengan mereka itu, pendapat mahkamah agung 

1 Artawijaya, Belajar dari Partai Masyumi (Jakarta: Al-kautsar, 2014), 100-101. 
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republik Indonesia, yang misalnya berkata bahwa penpres no.7/1959 adalah 

sah, karena dalam keadaan yang bersifat memaksa ini, maka kepala Negara 

berwenang mengambil tindakan yang menyimpang dari segala peraturan yang 

ada, termasuk juga UUD. Saya ulang, termasuk juga UUD”. 

Hari dimana Soekarno berpidato diteras istana, bertepatan dengan 

dikeluarkannya surat yang menyatakan bahwa partai Masyumi harus 

dibubarkan. Tepat pada pukul 05.20 WIB. Surat itu berbunyi “Paduka yang 

mulia Presiden telah berkenan memerintah kepada kami untuk menyampaika 

keputusan Presiden (nomor 200/1960), bahwa Partai Masyumi harus 

dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 

Aguustus 1960, ketua Partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. 

Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak 

Partai Masyumi akan diumumkan sebagai partai terlarang” 2 

Surat ini dikeluarkan Soekarno menjadi babak baru dimana demokrasi 

dikubur oleh pemujanya sendiri. Partai Masyumi bubar setelah 16 tahun 

berkiprah untuk kepentingan umat dan bangsa. Sikap pemimpin Masyumi yang 

bertindak cepat taat pada hukum dengan mengeluarkan pernyataan pembubaran 

Partai Masyumi adalah upaya pasang badan dari petinggi. Sebab jika tidak 

mengambil keputusan ini, maka bisa jadi partai Masyumi divonis sebagai 

partai terlarang, dimana jutaan anggotanya akan diburu dan dikejar, kemudian 

dijadikan tahanan politik. 

2 Ibid., 122. 
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Setelah dibubarkan para tokoh Masyumi tidak lantas berhenti dari dunia 

da’wah. Mereka terus bekerja bagi kemaslahatan umat secara khusus, dan 

kebaikan Indonesia secara umum. Perjuangan mereka dilanjutkan dengan 

mendirikan Dewan Da’wah Islam Indonesia (DDII) sebagai  sarana perjuangan 

lewat jalur da’wah. 

Pada  15  Februari  1958,  sejumlah  tokoh  militer  dan  sipil  di Padang 

memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia  

(PRRI).  Peristiwa  itu  merupakan  puncak  gunung  es  dari kemelut yang 

dihadapi bangsa Indonesia pasca-Revolusi. Menurut R.Z Leirissa ada empat 

hal yang menjadi penyebab lahirnya gerakan saparatis di daerah termasuk 

PRRI, yaitu: gagalnya sisitem politik, gagalnya sistem ekonomi, ancaman 

komunisme, dan kesenjangan dalam tubuh Angkatan Darat.3 

Berdirinya PRRI bermula dari reuni para prajurit pejuang kemerdekaan 

yaitu Divisi Banteng  dari TNI yang melihat keadaa negara yang kacau, Divisi 

Banteng sendiri pada perang kemerdekaan berjuang melawan Belanda di 

daerah Sumatra Barat dan Riau dan mampu membendung Belanda sehingga 

Belanda tidak bisa membuat Negara bagian di daerah ini.  

Menjelang pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) kondisi di 

Sumatra Tengah (Sumatra Barat dan Riau) mengalami perubahan yang sangat 

mencolok, salah satunya adalah pemangkasan Divisi Banteng pada Oktober 

1949 menjadi satu Brigade yaitu Brigade EE Banteng4, akibat dari 

perampingan ini banyak prajurit dari Divisi Banteng kecewa dengan sikap AD 

3 Leirissa R.Z, PRRI Permesta (Jakarta P.T. Anem Kosong Anem,1997), 7-29. 
4 Ibid., 36. 
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dan pemerintah sehingga mereka mengadakan pertemuan yang tidak hanya 

membahas tentang nasib prajurit Divisi Banteng tetapi lebih jauh membahas 

tentang tuntutan otonomi daerah serta pemerintah memperhatikan janda dan 

anak yatim anggota TNI, penghapusan sentralisasi pembangunan dan lain-

lain.5 Tuntutan ini ditanggapi pemerintah pusat sebagai pemberontakan 

kemudian Presiden menanggapi dengan mengirimkan tentara ke Padang.  

Banyak yang menganggab pemberontakan PRRI di gerakkan oleh pihak 

Meliter saja yang kecewa terhadap Pemerintah Pusat tetapi pada kenyataannya 

banyak tokoh sipil yang terlibet dalam pemberontakan ini seperti Syafruddin 

Prawiranegar Prawoto Mangkusasimito dan Muhammad Natsir. Sedangkan 

dalam karya ilmiah ini penulis  akan membahas tentang peran Muhammad 

Natsir dalam pemberontakan PRRI. Mohamad Natsir lahir di kampung 

jembatan berukir  Alahan  Panjang, Lembah Gumanti, kabupaten Solok, 

Sumatera Barat, pada 17 Juli 1908. M. Natsir tumbuh dari keluarga yang 

sederhana, dengan tradisi Minangkabau yang lekat. Pendidikan Natsir bermula 

ketika ia sekolah di HIS Adabiah di Padang,  HIS Solok kemudian pindah ke 

HIS Padang dimana ia pernah ditolak sekolah disana, setelah itu ia melanjutkan 

di MULO di Bandung, sekolah setingkat SMP saat ini. Di kota inilah ia 

bertemu dengan Ahmad Hassan ulama’ PERSIS dari Ahmad Hassan inilah 

Natsir banyak belajar ilmu agama, pemikiran Natsir tentang Negara banyak 

dipengaruhi oleh pemikiran Ahmad Hassan6. Selain itu ia aktif di  Jong 

Islamietend Bond pada masa penjajahan, setelah Indonesia merdeka ia menjadi 

5 Ibid., 39-42. 
6 Artawijaya,  Belajar dari, 11. 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

tokoh dan salah satu pendiri Partai Masyumi, ia juga sempat menempati posisi 

penting di pemerintahan Indonesia, seperti Menteri dan Perdana Menteri .  

Muhammad Natsir terlibat dalam pemberontakan PRRI karena 

kekecewaan terhadap Presiden Soekarno yang menuduh dirinya dan tokoh 

Partai Masyumi yang lain sebagai dalang dalam percobaan pembunuhan 

Presiden pada peristiwa Cikini7. Dimana saat itu Presiden dilempari granat saat 

hadir dalam ulang tahun perguruan Cikini, tempat anaknya sekolah.  

Sebelum peristiwa itu, para Ulama’ dari seluruh Indonesia berkumpul di 

Palembang untuk membahas bahaya Komunisme yang mulai mempengaruhi 

Soekarno. Hasil dari pertemuan tersebut diantaranya adalah mendesak Presiden 

Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden yang melarang gerakan 

Komunisme di Indonesia. 

Tidak hanya Ulama’ yang tidak suka dengan kedekatan Sokarno dan PKI, 

pihak Tentara juga memprotes kebijakan Presiden yang menguntungkan PKI, 

dari dua elemen inilah Sipil dan Meliter PRRI dideklarasikan. Bagi Natsir dan 

Partai Masyumi PRRI bukanlah makar tehadap Negara, mereka hanya ingin 

mengoreksi Presiden Soekarno yang sudah bersikap otoriter dan mendukung 

Komunisme. 

Pada tahun 1961 pasukan PRRI di Sumatera Utara berdamai dengan 

pasukan pemerintah RI hal ini ditandai dengan melapornya pasukan PRRI 

kepada Jenderal Gatot Subroto. Pasukan lain dari Sumatera Barat melakukan 

hal yang sama. Konflik ini berakhir secara definitif pada tahun itu juga setelah 

7Ibid,. 169. 
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H.N. Sumual, pucuk pimpinan pasukan PRRI/Permesta, secara tertulis 

menyatakan menyerah tanpa syarat. Dalam pernyataan itu Sumual dengan 

tegas menyatakan, memikul di atas pundaknya, seluruh tanggung jawab bagi 

segenap jajaran pasukan dan sipil PRRI-Permesta baik didalam maupun di luar 

negeri. 

Amnesti dan abolisi dikeluarkan pemerintah kepada mereka yang kembali 

ke pangkuan ibu pertiwi, melalui Keppres No. 332 tahun 1961 pada tanggal 22 

Juni 1961. Keppres ini mengatur amnesti dan abolisi secara lebih luas lagi dan 

mencakup semua pihak yang kembali kepangkuan ibu pertiwi. Mereka yang 

dimaksud, selain PRRI/Permesta, adalah DI/TII, RMS, dan lain-lain. 

Kemudian, Keppres Nomor 58 tahun 1961, tanggal 18 Oktober 1961, memberi 

berbagai keringanan bagi mereka yang tertangkap dalam medan pertempuran. 

Penyaluran bagi mereka yang tertangkap dan menyerah diatur dalam Keppres 

Nomor 659 tahun 1961 tanggal 30 Desember tahun 1961 dan petunjuk 

pelaksanaannya diberikan pihak TNI-AD dalam nomor pelak II/6/1965 tanggal 

22 juni 1964.8 Dari Manado, Sumual dan para pemimpin Permesta lainnya 

diterbangkan ke Jakarta untuk di karantina (ditahan) di kawasan Megamendung 

(Jawa Barat) yang beriklim sejuk, padahal sebelumnya kepada mereka telah 

dijanjikan amesti. Disini terjadi perjumpaan antara sejumlah tokoh militer yang 

pernah berpartisipasi dalam PRRI-Persemesta, yang sebelumnya ditahan di 

Madiun. Disini pula terjadi perjumpaan dengan sejumlah aktor politik PSI dan 

Masyumi yang berpihak pada PRRI-Permesta. Tempat tahanan ini, bagi tokoh-

8Ibid., 45. 
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tokoh militer dan politik tersebut, laksana suatu rendezyous of a family yang 

tidak direncanakan, sesudah terpisah-pisah selama bertahun-tahun dalam 

mlaksanakan strategi perjuangan yang sama. Dalam status “tahanan”, 

optimisme tokoh-tokoh PRRI/Permesta tidak pernah padam. Mereka yakin, 

penyelesaian konflik senjata, yang pelaksanaannya berlangsung rapi di seluruh 

Indonesia, tidaklah berarti tujuan strategis telah dicapai. Dalam pemikiran H.N. 

Sumual, umpamanya, strategi harus berlanjut. Strategi harus berlanjut. Strategi 

tidak seharusnya dicampuradukkan dengan program. Status sebagai “tahanan” 

yang dipahaminya sebagai bagian program penguasa Orde Lama, diterimanaya 

dengan kerelaan dan optimisme. Namun, strategi politik nasional, yang disadari 

dan dimilikinya sebagai pendirian dan tidak berubah-ubah itu, bertujuan 

mengakhiri peranan dan gaya komunis di Indonesia untuk selama-lamanya. 

Karena menurut keyakinannya, disitulah terletak stabilisasi Angkatan Darat 

(ABRI umumnya) dan stabilisasi negara dan bangsa. Itulah salah satu syarat 

pelaksanaan pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang telah dirintis 

Daerah-daerah bergolak jauh sebelumnya.9 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini akan menfokuskan 

pada peran Muhammad Natsir dalam pemberontakan PRRI di Padang pada 

tahun 1958-1961. Muhammad Natsir merupakan tokoh Indonesia pada saat itu 

dan sempat menduduki beberapa jabatan penting seperti Perdana Menteri dan 

lain-lain. 

9 Ibid., 122. 
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Untuk mempermudah penulisan ini penyusun merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Biografi Muhammad Natsir? 

2. Bagaimana karir politik Muhammad Natsir di Indonesia? 

3. Bagaimana Peran Muhammad Natsir dalam Pemberontakan PRRI di 

Padang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan 

yang konkret tentang keterlibatan Muhammad Natsir dalam pemberontakan 

PRRI di Padang. Dengan penelitian yang sistematis dan komprehensif 

diharapkan menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

terangkum dalam rumusan masalah. Tujuan tersebut terinci dalam pernyataan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui biografi Muhammad Natsir. 

2. Untuk mengetahui karir politik Muhammad Natsir di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui Peran Muhammad Natsir dalam Pemberontakan PRRI di 

Padang. 

Jadi secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah 

mengetahui secara jelas bagaimana peran Muhammad Natsir dalam 

penberontakn PRRI di Padang. 

Tercapainya tujuan dalam penelitian ini pada ahirnya diharapkan 

menpunyai kegunaan yang dapat menjadi rujukan intelektual dalam studyi 

sejarah. Kegunaan tersebut antara lain:  
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1. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya khasanah studi sejarah 

terutama di bidang sejarah politik indonesia. 

2. Menambah sumber informasi atau acuan berpikir bagi yang berminat 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Muhammad Natsir 

khususnya mengenai peran Muhammad Natsir dalam penberontakan di 

Padang. 

D. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

hubungan topik yang di teliti dengan penelitian sejenisnya, yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak ada pengulangan. Adapun 

skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian kali ini yaitu: 

1. Hidayatul Muslimah, Muhammad Natsir dan Pemikirannya tentang 

Demokrasi. (Skripsi, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Universitsa Islam 

Negri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta 2008 ). Skripsi ini membahas tentang 

pemikiran Muhammad Natsir tentang demokrasi dan dukungannya 

terhadap demokrasi itu sendiri, menurut Muhammad Natsir demokrasi 

merupakan warisan budaya yang tidak ternilai.   

2. Endang Saifuddin Ansari dan Amin Rais, Pak Natsir 80 tahun, pandangan 

dan penilaian generasi muda (Jakarta: Media Dakwah 1988 ).Buku ini 

merupakan kumpulan dari berbagai penulis muda tentang pandangan 

mereka terhadap Natsir, baik yang berupa gagasannya, perjuangan 

terhadap Agama dan Negara. 
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E. Landasan Teori 

Penelitian ini merukan penelitian sejarah yang bertujuan menghasilkan 

bentuk proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dengan 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan mengenai 

peran Muhmmad Natsir dalam pemberontakan PRRI di Padang pada tahun 

1958-1961. 

Sebuah kebijakan yang di ambil oleh penguasa merupakan  cakupan 

sebuah keputusan politik. Keputusan politik adalah sebuah keputusan yang 

menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum.10 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Ilmu 

Politik yakni disiplin ilmu yang mempelajari tentang permasalahan kekuasaan 

dalam masyarakat. Dengan pendekatan Ilmu Politik ini diharapkan mampu 

menjelaskan mengenai peran Muhammad Natsir dalam pemberontakan PRRI 

di Padang. Pendekatan Ilmu Politik digunakan unntuk menganalisa 

kepentingan –kepentingan individu dan kelompok dala hubungannya dengan 

politok, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam pendekatan tersebut 

memungkinkan seseorang atau golongan memperoleh kesempatan dan 

menunjukkan bagaimana otoritasnya dalam memobilisasi pengikut, 

pengambilan keputusan kolektif dan munculnya konflik antar golongan. 

Penelitian ini menggunakan landasan Teori yang bertujuan untuk 

menelusuri beberapa hal yang terkait dengan seorang tokoh seperti riwayat 

pendidikan, pemikiran serta situasi dan kondisi yang mempengaruhinya yang 

10 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarata: Gramedia, 1992), 190. 
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dikenal dengan teori Biografik. Teori Biografik adalah suatu penelitian yang di 

arahkan pada suatu usaha untuk menelusuri cara berpikir dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi seorang tokoh.11 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian untuk mencapai hasil yang maksimal dan objektif 

diperlukan metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang 

ditempuh oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. 

Pada penulisan Skripsi ini peneliti menggunakan metode Historis atau 

metode penulisan sejarah. Metode historis adalah langkah untuk merekontruksi 

masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, 

mengkritik, menafsirkan, dan mensistensikan data dalam rangka menegakkan 

fakta serta kesimpulan yang kuat.12 

Metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Heruistik (Pengumpulan Data) 

Pada tahap awal dalam metode penelitian sejarah adalah Heruistik yaitu 

untuk yaitu  untuk mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan 

penelitian. Adapun sumber-sumber yang dipakai menurut bahannya ada 

dua yaitu : pertama sumber tertulis baik yang berupa buku-buku maupun 

jurnal, kedua sumber tidak tertulis berupa Artefak. Menurut urutan 

penyampainnya sumber itu dapat dibagi menjadi sumber primer dan 

sekunder13.  

11 Sidi Ghazalba dan Winarno Surakhmad, Pengertian Penelitian Dasar Teknik, (Bandung: 
Tarsito,1980), 137. 
12 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999 ), 55. 
13 Kuntowijoyo, Metodelogi Sejarah (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 23. 
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2. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Kritik sumber merupakan usaha untuk mencari keabsahan sumber, dengan 

cara menganalisa dan memisahkan guna mendapatkan sumber yang 

Autentik. Dalam hal ini yang harus dilakukan menyeleksi apakah data itu 

akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan langkah ini diharapkan data yang valid 

dan kredible. Dalam langkah ini penyusun mengawali dengnan kritik 

interen (keaslian sumber) atas sumber yang digunakan. Hal pokok yang 

menjadi yang menjadi sorotan dalam kritik ini adalah penggunaan bahasa, 

kalimat, ungkapan serta ejaan yang digunakan, selain itu penyusun 

menggunakan kritik ekstern, fokus dalam kritik ini adalah pada peran 

Natsir dalam dunia politik di Indonesia serta melihat dan meneliti ke 

sumber tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Natsir adalah pejuang 

dan pahlawan Indonesia yang berjuang dengan berbagai cara. 

3. Interpretasi (Penafsiran Data) 

Penafsiran  data mempunyai tujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah 

fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan 

teori disusunlah fakta itu dalam interpretasi yang menyeluruh secara 

subyektif. Pada tahap ini penulis melakukan proses penafsiran fakta-fakta 

yang tidak terlepas satu sama lain untuk dirangkai sehingga menjadi satu 

kesatuan yang harmonis, utuh dan logis. Pada tahap ini pula dilakukan 

analisa  terhadap karya-karya ketika karya-karya itu ditulis dan 

dipublikasikan. Disamping itu dilakukan sintesa untuk mengembangkan 
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data dan sumber dengan konsep-konsep serta teori hermeneutik melalui 

referensi yang masih berkaitan dengan perplitikan. 

4. Historiografi (penulisan) 

Pada tahap ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian berdasarkan 

sistematika yang telah dibuat penyusun. Setiap pembahasan ditempuh 

melalui deskripsi dan analisis dengan selalu memperhatikan kronolgis 

dalam satu pristiwa. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, 

historiografi ini berisi pendahuluan, pembahasan dan penutup. 

G. Sistematika Bahasan 

Dalam penulisan penelitian karya yang berjudul Peran Natsir 

dalam Pemberontakan PRRI di Padang Pada Tahun 1958-1961 disusun 

dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal 

ini ditujukan agar pembahasan mudah difahami sesuai bab yang tersedia. 

Adapun bab-bab itu adalah sebagai berikut: 

Pertama, Bab I.  Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari: 

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, motode 

penelitian dan sistematika bahasan. 

 Kedua, Bab II. Pada bab ini akan membahas mengenai Biografi 

Muhammad Natsir, terdiri dari delapan sub bab: Minangkabau Negri 

Pejuang dan Perantau, Keluarga dan masa kecil Muhammad Natsir, 

Pendidikan Muhammad Natsir di Sumatera, Pendidikan  Natsir  Di Kota 

Bandung, Perjuangan   Muhammad  Natsir  Dalam  Bidang  Pendidikan, 
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Karir Politik Muhamad Natsir, Berda’wah melalui Dewan Da’wah, Akhir 

Pengabdian Sang Maestro Da’wah .  

Ketiga, Bab III. Pada bab ini akan dijelaskan tentang karir politik 

Muhammad Natsir dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: Organisasi 

pemuda sebagai  jembatan keedewasaan Natsir, Karir Politik Natsir di 

Indonesia. 

Keempat, Bab IV. Bab ini merupakan bab yang memuat Peran 

Muhammad Natsir dalam pemberontakan PRRI yang terdiri dari dua sub 

bab yaitu: Latar belakang Pemberontakan PRRI, Proklamasi PRRI dan 

Perjuangannya, Alasan Natsir Bergabung Dengan PRRI, Peran M.Natsir 

dalam PRRI. 

Kelima, Bab V.  Bab kelima merupakan bagian terakhir atau penutup 

dari penelitian ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


